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Abstract

I'his study was aimed to developing school accreditation model,
wering the aspects of organization, working scheme, instrumentation,
‘oring system, and the determination of the accreditation standing. The
strument has been restricted to the essential elements so that schools
m be expected to be able to evaluate themselves. It has been tried out
 three Junior and three Senior High Schools in each of two provinces,
w Province of Yogvakarta and the Province of Lampung. Those
hools are the schools of high, medium, and low standing. The
screditation organization resulted consists of three levels, namely the
chool Accreditation Board, the Regional Accreditation Board, and the
ational Accreditation Board.

sywords. acereditation model, school accreditation board, regional
accreditation board, and national accreditation board.

ahulunn

Salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional ada-
ualitas sumber daya manusia di samping tersedianya sumber
alam. Kualitas sumber daya manusia yang merupakan produk

lembagn pendidikan atau pelatihan sangat menentukan per-
angan ekonomi, hukum, politik, dan sosial suatu negara. Pada

tikel bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh tim yang terdiri atas:
marno, Djemari Mardapt, Sukamto, Nur Kholis dan Bahrul Hayat.
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Pada era globalisasi masyarakat memiliki hak unt
mengetahui kinerja dan hasil kerja sekolah. Hasil ini diperol
n}elalui kegiatan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan ol&
pihak intern ataupun pihak ekstern. Evaluasi yang dilakukan ol
pihak intern disebut evaluasi diri, yaitu yang berutujuan uni
memotret kinerja dan hasil yang dicapai oleh diri sendiri, y#l
sekolah. Potret inilah yang digunakan sebagai informasi uni
memperbaiki diri sendiri tanpa harus ada perintah dari otoritas y
lebih tinggi. Kegiatan evaluasi diri ini dilakukan secara berkesin
bungan, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatkan kualiid
yang berkelanjutan.

Sekolah yang mendapatkan kepercayaan penuh dari masy#
rakat untuk melaksanakan pendidikan, bukan hanya pengajarai
seharusnya memiliki motivasi intrinsik yang kuat uni
menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan yang terbalk
Kuatnya motivasi intrinsik menunjukkan kemandirian dalam

mutu, tidak hanya terdorong oleh kebutuhan melayani evaluates

eksternal, tidak ada kebergantungan pada evaluator eksternal, ak

tetapi sekolah memiliki kemandirian dan komitmen total unis

mempertahankan dan meningkatkan standar mutu yang uksoplahﬂ;
Perlu diingat bahwa kebutuhan mutu yang standar bersifat mutlik.
Meskipun dalam sistem pendidikan yang desentralistis A
manajemen pendidikan berbasis sekolah sekalipun, sekol h
senantiasa dituntut untuk melaksanakan proses pendidikan ya §
baik, menghasilkan tamatan atau lulusan dengan kualifikasl yun
memenuhi standar nasional, regional, bahkan global. 3

Evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar sekolah dilakukus
gleh badan yang independen yang disebut Badan Akreditasi, il |
ini bertugas untuk mengevaluasi kinerja dan hasil lemba
pendidikan. Hasil evaluasi Badan ini disampaikan ke sekolah das
masyarakat sebagai wujud akuntabilitas lembaga dan kebutiilag
masyarakat. Jadi paradigma pendidikan yang dapat digunakan ik
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teningkatkan kinerja sekolah meliputi, kualitas, otonomi, akun-
abilitas, evaluasi, dan akreditasi.

Akreditasi yang telah dilakukan sampai saat ini adalah untuk
kolah swasta, namun hasilnya masih sering dipermasalahkan.
asalahannya adalah kebenaran evaluasi yang dilakukan oleh tim
ditasi sekolah swasta. Bahkan akhir-akhir ini banyak tuntutan
lunya akreditasi bagi sekolah negeri demi untuk persamaan hak

ptara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kinerja dan hasil kerja

olah harus tidak membedakan sekolah swasta dan negeri, dan
stuk itu diperlukan seperangkat instrumen akreditasi yang berlaku
atuk semua sekolah sejenis untuk negeri dan swasta.

Pelaksanaan akreditasi dilakukan dalam suatu periode
ftentu, bisa tiga tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan sekolah.
a berlakunya akreditasi juga perlu ditetapkan, karena sekolah
ng tegolong akreditasi baik bisa menjadi kurang baik. Demikian
aliknya sekolah yang semula kurang baik bisa menjadi baik. Oleh
na itu perlu ditentukan model akreditasi sekolah. Model ini
gliputi lembaga pelaksana akreditasi, pelaksanaannya, dan
laporannya.

Model akreditasi yang diajukan harus memiliki kekuatan
m untuk bisa dilaksanakan. Kekuatan hukum ini berupa
ntuan yang menjadi pedoman pelaksanaan akreditasi sekolah.
laksanaan akreditasi ini bisa fleksibel dan bisa sangat ketat.
jotentuan yang fleksibel meliputi saat kesediaan sekolah untuk
editasi, dalam arti kata sekolah yang mengajukan untuk
akreditasi. Hasil akreditasi yang objektif dan disebarluaskan ke
yarakat akan mendorong sekolah-sekolah mengajukan diri untuk
editasi. Oleh karena itu diperlukan rumusan kebijakan
laksanaan akreditasi sekolah.

Hasil akreditasi berupa laporan yang disampaikan-"ke
lah-sekolah. Laporan awal yang berdasarkan data isian dari
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sekolah merupakan hasil awal yang kemudian disampaikan k&
sekolah-sekolah. Sekolah diberi hak untuk memberi komentar akiff
hasil akreditasi dari Badan Akreditasi. Apabila cukup hanyi
perbedaan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi dan hasil evalussh
diri dari pihak sekolah, maka dilakukan kunjungan ke sekolah unli:
mendiskusikan hasil akreditasi. Badan Akreditasi harus mengubfﬂ
hasil evaluasinya bila ditemukan hal-hal yang bisa menaikkan @
menurunkan status akreditasi sekolah. Oleh karena itu laporan hﬁ
akreditasi harus mencakup masalah yang penting yang menentukaf
kualitas pendidikan. "

: Peningkatan kualitas pendidikan dan akuntabilitas, menurut
‘Wolff (1994) merupakan tujuan kembar dari akreditasi dan
penilaian. Keduanya menekankan pada proses dan masalah-masalah
‘mengenai unjuk kerja dan standar pendidikan. Kegiatan akreditasi
‘diawali dengan penilaian kinerja dan hasil kerja lembaga.
Selanjutnya informasi ini digunakan untuk menentukan akreditasi
Suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penilaian terhadap
kinerja dan hasil kerja lembaga harus dilakukan melalui suatu
prosedur yang sistematik dan baku.

; Kondisi sekolah di Indonesia yang bervariasi memerlukan

suatu dorongan untuk berbuat yang lebih baik dalam meningkatkan
Kinerjanya. Persaingan kualitas sumber daya manusia yang secara
‘tidak langsung merupakan persaingan kualitas lembaga pendidikan
membutuhkan evaluasi dari pihak eksternal yang independen. Pihak
gksternal ini disebut dengan Badan Akreditasi yang bertugas untuk
memberikan informasi kepada masyarakat dan sekolah itu sendiri
mengenai kinerja dan hasil yang dicapai. Informasi dari Badan
Akreditasi ini digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki
kinerja dan hasil kerja sekolah.

Oleh karena itu masalah-masalah yang perlu diteliti adalah
(1y bagaimana model akreditasi yang baik untuk sekolah jen|uig
SLTP dan SMU, termasuk di dalamnya adalah karakteristik (fruf
objek akreditasi, mekanisme proses akreditasi, peran badul
akreditasi, sekolah, dan pihak lain yang terkait; penentuan diit
pemanfaatan hasil akreditasi. (2) bagaimana instrumentasi YA
dibutuhkan untuk akreditasi sekolah tingkat SLTP dan SMUJ
sehingga dijamin diperolehnya data dan informasi yang strategi
objektif, akurat, serta dapat diandalkan sebagai dasar penimhnl\gﬂ
dan pembuatan keputusan. (3) bagaimana bentuk organisasi yiﬂ'i

melakukan akreditasi di tingkat pusat dengan di tingkat daerah, Sesuai dengan semangat desentralisasi di mana sekolah

f;bersama dengan masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur
‘dan melaksanakan pendidikan, idealnya dibutuhkan sistem akreditasi
Akreditasi sebenarnya merupakan salah satu bentuk dat ‘dengan ciri sebagai berikut.
Jjudgemental strategies dalam evaluasi pendidikan (Worthen & ’
Sgpders, 1973: 127) di mana peran professional judgement menjnéi
ciri utamanya. Pertimbangan profesional ini terkait dengan standas
yang ditetapkan sesuai dengan objek akreditasi. Dalam hubungannys
dengan sekolah sebagai institusi pelaksana pendidikan, kompone
utamanya adalah mutu, efektivitas, dan akuntabilitas dari pendidikas
yang dilaksanakannya. 7

; Terfokus pada ukuran strategis, atas mutu proses pendidikan, dan
- pencapaian hasil belajarnya; tidak harus mencakup semua
informasi mengenai sekolah secara rinci.

Model penilaian dalam sistem akreditasi tersebut sederhana
namun merepresen-tasikan hal-hal yang substantif, bukan
sekedar administratif.
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c. Mencakup indikator yang dapat diamati sehingga menjamig
objektivitas data.

Badan akreditasi yang telah ada di daerah adalah untuk
gekolah-sekolah swasta. Oleh karena itu perlu dibentuk Badan
‘Akreditasi untuk jenjang pendidikan sekolah menengah.
(Pembentukan Badan ini membutuhkan perangkat indikator kualitas
lekolah yang meliputi masukan, proses, dan produknya. Masukan-
nya berupa siswa, guru, dan fasilitas, dan prosesnya adalah kegiatan
pembelajaran yang diselenggarakan sekolah, dan produknya atau
Julusannya. Produknya dilihat pada kemampuan yang dimiliknya.
gelam itu diperlukan infomasi tentang pengelolaan sumber daya
1 anusia dan fasilitas yang ada di sekolah.

d. Memungkinkan terjadinya self-evaluation (evaluasi diri), dif
dengan verifikasi serta validasi eksternal oleh asesor akan terjudl
proses pemberdayaan sekolah. ‘

Akreditasi lembaga pendidikan pada dasarnya (ngllf
mengetahui karakteristik suatu lembaga pendidikan termasuk
sekolah-sekolah. Karakteristik sekolah dapat dijelaskan melnl-
informasi mengenai kondisi fisik, kualitas sekolah, personel sckulgﬁ
masyarakat sekitar sekolah, dan latar belakang sosial ekonomi slsws

(Chantéavanich, Chantavanich & Fry, 1990). Salah satu aspek yang
selalu diperhatikan masyarakat adalah kualitas sekolah, sehinjg evaluasi sekolah-sekolah. Instrumen ini digunakan untuk menjaring

aspek lain sering dianggap sebagai variabel yang mempengarulil ‘data sekolah dan teknik yang digunakan adalah angket, observasi,
kualitas sekolah. Selain itu, pengembangan yang dilakukan sekolsh ‘Wawancara, dan dokumentasi. Data yang dijaring dengan instrumen
memegang peranan penting dalam mencapai standar lulusill tersebut dianalisis dan diperoleh hasil akreditasi. Hasil ini dianalisis
sehingga aspek pengembangan dalam berbagai aspek perlu dijarlig ntuk menetapkan tingkat akreditasi sekolah. Selanjutnya dikem-
datanya. 4 bangkan model akreditasi sekolah, khususnya untuk jenjang
pendidikan SLTP dan SMU. Model ini harus melibatkan pihak yang
Independen yang mengetahui masalah pendidikan dan berpeng-
‘alaman dalam bidang pendidikan. Independen dimaksudkan agar
ldak terjadi bias dalam melaksanakan kegiatan akreditasi, karena
pada dasarnya semua sekolah menginginkan sekolahnya tergolong
‘baik, namun usaha yang dilakukan mungkin belum optimal sehingga
hasilnya juga belum optimal.

Badan akreditasi membutuhkan instrumen untuk meng-

Badan kreditasi tidak hanya mengevaluasi aktivitas l'urmd‘
lembaga pendidikan namun juga menilai masalah adminlnlm&
pembiayaan, layanan pada siswa, fasilitas, dan hubungan denga
masyarakat luar (NCACS, 1994). Objek yang dievaluasi tidak hanys
pada hal-hal statis saja tetapi juga pada hal-hal yang dinamis, se’pﬁ
pelaksanaan proses pembelajaran, sistem evaluasi hasil belajar, das
pemanfaatan fasilitas. Oleh karena itu instrumen yang digunlkﬁ
untuk menjaring data harus mencakup masalah-masalah rl‘anmeé
fisik yang ada serta pemanfaatannya. |

Status terakreditasi menyatakan bahwa suatu lembaga telah
‘memenuhi kriteria dan standar dari Badan Akreditasi (NCACS,
1994), Status akreditasi lembaga dapat diketahui oleh lembaga lain
ymg terkait dan masyarakat. Penentuan status lembaga pendidikan
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atau sekolah berdasarkan hasil penilaian terhadap sejumlah indikatef
kinerja dan hasil kerja sekolah. Indikator ini meliputi visi sekolally
misi dan tujuan, pengelolaan program, kurikulum dan proses belajuf
mengajar, sumber daya manusia dan pengembangan, siswa, sar

Tabel 1.
Struktur Organisasi Badan Akreditasi Sekolah (BAS)

dan prasarana serta pengembangannya, sistem evaluasi dal e Penetapan sistem akreditasi sekolah
pembiayaan. Sembilan indikator ini di : | e Penetapan prosedur akreditasi
b ¥ o r ini digunakan sebagai pengefiis e Penetapan standard penilaian akreditasi
angan instrumen akreditasi. ! NASIONAL BASNAS |e Penyiapan BASDA

e Sosialisasi sistem akreditasi

e Pemantauan pelaksanaan akreditasi di daerah.

Penilaian terhadap sekolah dapat dilakukan dengan
pensekoran pada semua komponen yang dinilai. Hasil pensckmﬂf
yaf1g berbentuk angka dapat dikategorikan menjadi tiga peringhul
yaitu:'maju, cukup dan kurang. Terakreditasi maju berarti balwh

e Penanggung-jawab dan koordinator
pelaksanaan akreditasi sekolah di daerah
Penjabaran standard penilaian di daerah
Pemberian penjelasan, konsuitasi, dan

sekolah tersebut bisa mandiri dan membina sekolah yang Igﬂ pembinaan ke sekolah.
sedangkan terakreditasi cukup berarti bahwa s ' DAERAH *  Pemeriksaan dokumen akreditasi dari sekolah
eko ‘ :
bisa mandiri t i tidak .p . o . ter?ebm h“ﬂ”. - (Kabupaten/ BASDA o Kunjungan ke sekolah secara selektif dalam
iri tetapi tidak bisa membimbing sekolah lain. Sekolsh Kotamadya) rangka verifikasi dan konsultasi

Penilaian data akreditasi dari sekolah
Penetapan status akreditasi sekolah

o Penyampaian keputusan status akreditasi ke
sekolah

yang terakreditasi kurang memerlukan bimbingan dari sekolah lilif
yang terakreditasi maju. ,

Penyiapan berkas dokumen dan isian akreditasi
Penyerahan berkas akreditasi ke BASDA
Konsultasi dengan BASDA

Melakukan perbaikan berkas akreditasi
Penerimaan status akreditasi

Peningkatan berkelanjutan kapasitas
kelembagaan sekolah

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Akreditasi SATUAN

| PENDIDIKAN | SEKOLAH

1. Struktur dan Fungsi Organisasi Akreditasi

Mengenai sistem akreditasi sekolah tingkat SLTP dan SMiJ
ini dirumuskan dua hal, pertama mengenai struktur organisasi, éj
kedua prosedur akreditasi sekolah. Tabel berikut menggambarkas
unit organisasi Badan Akreditasi Sekolah (BAS) di pusat dan di
daerah dengan deskripsi ringkas fungsi masing-masing dan pﬁgii
Zek.(;(lah sebagai objek akreditasi, sebagaimana tertera pada Tabel |
erikut,

Catatan:

Sebagai organisasi yang dituntut mampu melaksanakan fungsinya secara
wofesional, Badan Akreditasi Sekolah ini bersifat independen, dan di dalamnya
Wrdapat unsur-unsur pemerintah, swasta, pakar, dan LPTK.
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2. Keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah

Badan Akreditasi Sekolah di tingkat pusat dan daerah terdifl
dari unsur-unsur:

a. Pemerintah: di pusat wakil dari Depdiknas; di daerah wakil dart
Dinas atau bentuk lain yang mengurusi pendidikan.

b. Swasta: adalah yayasan pemilik atau penyelenggara sekolah.
¢. Sekolah: perwakilan sekolah negeri dan swasta.

d. Ahli pendidikan dari perguruan tinggi dari LPTK.

Prosedur Akreditasi
1. Prosedur Operasi Akreditasi Baku

Akreditasi sekolah mengikuti proses sebagaimana tertuang dﬂll@
diagram berikut. :

Penyiapan Sistem
BAS & Organisasi
BASDA
Sosialisasi Sistem Akreditasi Sekolah
l Penyiapan Berkas/ Dokumen Awsl
Akreditasi b
Pemeriksaan
Pemantauan
Penilaian Awal A 4 2
Perbaikan Kondisi & Penyempiif
Dokumen Serta Penyiapan Dikiigses
; Akhir Akreditasi
Pemeriksaan Dan I
Penilaign Akhir
Pemantauan -
Penetapan Status
Akreditasi - _
Pemantauan & ¢ -
Evaluasi .
Penyampaian P Penerimaan Status Akreditast
Keputusan Akreditasi 2
Gambar 1.
Prosedur Operasi Akreditasi Baku
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Diperkirakan dari langkah awal penyiapaq berkas oleh sekolah
‘sampai dengan diperolehnya hasil akreditasi memerlukan waktu 6

(enam) bulan.

2. Prosedur Operasi Akreditasi Masa Transisi
isi ini i i dan penilaian
Dalam masa transisi ini fungsi pe.merlksaan
akhir, serta penetapan status akreditasi dilakukan oleh BASPROP
atau Koordinator BASDA; sedangkan BASDA. dalm peran
membantu sekaligus proses magang, sebelum akhirnya dipercaya
untuk berfungsi secara mandiri.

, Persiapan dan Sosialisasi

\ 2 Penyiapan berkas/ dokumen awal
nantauan
i Pemeriksaan

mantauan v

Penilaian Awal

\ 4
Perbaikan kondisi sekolah dan

ntauan berkas/ dokumen akreditasi
A 2
Pemeriksaan Membantu
pemeriksaan dan
" penilaian akhir
-' Penilaian Akhir
2 Membantu
¢ penetapan status
akreditasi

fauan | Penetapan status
akreditasi

Mtauan Penyampaian status akreditasi —— Penerimaan status akreditasi

h evaluasi

Gambar 2. N
Prosedur Operasi Akreditasi Masa Transisi
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Aspek-Aspek dan Kategori Kreditasi Sekolah

Aspek-aspek yang diakreditasi dengan besarnya pembobotai
adalah sebagai berikut: fasilitas dan pemanfaatannya (15%), sumbeg
daya manusia (25%), orangtua siwa dan masyarakat (15%), arus
siswa (20%), iklim sekolah (25%). Kelima komponen tersebul .
dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang mencakup aspek-aspek
input, proses, dan hasil. Informasi yang diperlukan akan dijaring
dengan enam instrumen dalam bentuk angket. Keenam anghkel
tersebut masing-masing untuk: sekolah, kepala sekolah, tata-usahis,
guru, siswa, orangtua siswa. ]

b. Keterbukaan tentang pedoman akreditasi; Badan Akreditasi
Sekolah senantiasa transparan mengenai kriteria dan
prosedur penilaian akreditasi ini.

c. Keadilan dalam penerapan pedoman akreditasi; sejalan
dengan prinsip keterbukaan, Badan Akreditasi sekolah juga
akan memperlakukan semua sekolah yang mengajukan
penilaian akreditasi secara adil, semua kriteria berlaku sama
untuk semua sekolah yang berada dalam wilayah kerjanya.

d. Keunggulan mutu sebagai sesuatu yang selalu ingin
diujudkan; motivasi intrinsik yang mendorong penilaian
akreditasi seharusnya adalah dalam rangka mewujudkan
pendidikan yang unggul; bukan sebatas hanya untuk
memperoleh status akreditasi.

Kategori akreditasi ditentukan berdasarkan sekor yHig#
dicapai yang dikumpulkan dengan menggunakan keenam angket il
atas. Penentuan kategori hasil akreditasi menggunakan ketentus
sebagai berikut: Pembina A untuk sekor antara 9,0~10,0; Pembing
untuk sekor antara 8,0-8,9; Madya A untuk sekor antara 7,0+78%
Madya B untuk sekor antara 6,0-6,9; Pratama A untuk sekor antiis
5,00-5,9; Pratama B untuk sekor di bawah 5,0.

Etika 4K tersebut harus dipegang teguh oleh semua pihak yang
terlibat dalam proses akreditasi sekolah. '

- Uji Coba Model Akreditasi

Ujicoba model dilakukan di tiga SMU dan tiga SLTP di

propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tiga SLTP dan tiga SMU
di Propinsi Lampung. Tiga sekolah yang dipilih berdasarkan
Informasi dari Kantor Dinas Pendidikan DIY dan Lampung, yaitu
ang mewakili sekolah yang paling baik, baik, dan kurang. Jumlah
komposisi dan responden yang digunakan untuk ujicoba model
‘Adalah: 12 orang kepala sekolah, 12 orang kepala tata usaha, 114
orang guru, 180 orang siswa, dan 180 orang orang tua siswa. Jumlah
seluruh responden ujicoba model adalah 510 orang.

Etika dalam Akreditasi

Betapapun baiknya diatur organisasi dan mekanisme prosss
akreditasi sekolah, belum dapat dijamin bahwa fungsi akreditast
akan berlangsung dengan baik. Untuk itu perlu disadari oleh semus
pihak bahwa akreditasi terkait dengan mutu, jaminan mutu, &8
sekaligus perlindungan masyarakat sebagai pengguna pendidikas
Berikut beberapa contoh nilai etika yang harus menjiwal flngst
akreditasi: '

=

a. Kejujuran dalam pemberian informasi; pihak sekolah hais
secara jujur dalam menyampaikan semua informasi, ages
supaya tidak terjadi keputusan yang menyesatkan,

Ujicoba model bertujuan untuk menentukan sejauh mana
model yang direncanakan ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah.
Untuk mengetahui hal tersebut digunakan indikator sebagai berikut:
(1) keterbacaan dan kemudahan pengisian instrumen; (2) kebenaran
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d . . . =

H.:letic ;Skl:;-, (gldlo(emudahan memahami pedoman akreditasi yang

e man Umum, Pedoman Pengisian Instrumes,

e oran dgn Pene'tapan Status Akreditasi, Pedom \
aporan Hasil Akreditasi; (4) kesesuaian hasii akredlt::i

dengan penilaian dari K : :
Saicaralkat antor Dinas Pendidikan dan persepsl

Hasil ujicoba model untuk 3 S '
) 3 SLTP dan 3 i 0l
oI k3 an 3 SMU d
Sel;()larfrlleg;njdukkan adanya variasi sekor tiap -aspek ut;mzmgt:?::
iy .a dalr hasarkan urutan sekor hasil akreditasi SLTP mulai yang
e A aU SlI;JP'N 5 Yogyakarta, SLTPN 1 Depok, dan SI >lll?
SR .'.k ntuk tingkat SMU urutan sekor hasil akreditasi m Il
iy g akr ne: berturut-turut adalah SMUN 1 Yogyakarta SMU#I 9
Yogyakara, dan SMUN 1 Ngaglik. Demnikian pula menurut Kaniol
Shimlis idi an.dan penilaian masyarakat, untuk tingkat SLTH |
e -lurgt dl?rl yang terbaik adalah SLTPN 5 Yogyt;ka'ﬂlj
i epok, dan SLTPN 3 Kasihan. Sedangkan untuk tingks
Youak :trtm;lt-turut adalah SMUN 1 Yogyakarta SMUY\?l ‘Bl
a . . 4
o Z,e nan SMUN 1 Ngaglik. Jadi hasil akreditasi sekolah in
Konaisten: gan u.rutan sekolah menurut Kantor Dinas Pendidikas
an juga sesuai dengan pendapat masyarakat N

Hasil ujicoba model untuk
3 SLTP dan 3 i ’

. . an 3 SMU di P
: :.égf;;lng l;ne:ilunjukkan adanya variasi sekor tiap aspek Ut;m;ﬂg:\':::
i s'ek erhasgrkan urutan sekor hasil akreditasi tingkat SMU
: : gr cailsd akreditasi mulai yang terbaik berturut-turut u;lallh
TMataanUN Un:lnk ar Lampung, SMUN 1 Metro, dan SMUN | Gedong
I -SLTPN tllggg:; dSaIrJII:P mulai yang terbaik adalah SLTPN |

0, ampung, dan SLTPN 1 T
Demikian pula menurut ilai e ol

penilaian masyarak i
; : : : yarakat, untuk t J
Serturut ;url\l/;z tdar1 dyangs terbaik adalah SMUN 9 Bandlz;'gt?:m?mll!,;
SMUN ro, dan SMUN 1| Gedong Tataan. Sed ntulk
Ezrgnk::nSLTcli’ urutannya adalah SLTPN 1 Metro, .SLTI?;gll‘gnH:::::;:
g, dan SLTPN 1| Gedong Tataan. Jadi hasil akreditnal
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rutan sekolah menurut Kantor Dinas
dengan pendapat masyarakat.

Kesimpulan penelitian pengembangan model akreditasi

" sekolah ini adalah:
T

Bentuk organisasi yang cocok adalah Badan Akreditasi Sekolah
1 (BASNAS) dengan fungsi

(BAS) yang ada pada tingkat nasiona

pokok pembakuan sistem dan pengawasan pelaksanaan; dan pada
tingkat daerah (BASDA) sebagai pelaksana dengan kewenangan
sampai pada penentuan status akreditasi sekolah;

Prosedur akreditasi yang direkomendasikan adalah bahwa
sekolah menerima berkas akeditasi dari BASDA, diisi dan
dilengkapi dengan dokumen yang relevan kemudian mengem-
balikan ke BASDA, mendapatkan umpan balik, bila perlu
dilakukan visitasi; baru setelah informasi dipandang

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dilakukan penen-
tuan status akreditasinya. Klasifikasi status akreditasi berdasar-
kan sekor akhir yang diperoleh adalah 9,00-10,00 (Pembina A);
8.00-8,99 (Pembina B); 7,00-7,99 (Madya A), 6,00-6,99 (Madya
B); 5,00-5,99 (Pratama A); dan kurang dari 5 (Pratama B).

Saran

Dalam batas-batas kesempatan yang ada penelitian ini telah
diusahakan dengan sebaik-baiknya, namun tidak tertutup kemung-
kinan masih terdapat beberapa kelemaan. Sebagai kegiatan
penelitian dan pengembangan, hasil yang dicapai ini masih sangat
awal meskipun sudah menyentuh hal-hal; yang sangat mendasar.
Misalnya konsep Badan Akreditasi Sekolah (BAS) dipandang perlu

ada pada tingkat daerah, di samping pada tingkat nasional. Hal ini
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sesuaj q

instruy, Sngan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Dari segl

dapat Qntasmya'l, telah dipakai prinsip efektivitas artinya betul-betul

pengup, engenali karakteristik sekolah; dan prinsip efisiensi artinys
bulan data dibatasi pada aspek-aspek yang strategis saja.

memhulmplementas.i model akreditasi yang dihasilkan penelitian inl
organjg pkm persiapan yang menyeluruh meliputi aspek-aspek!
trasi QSI dan tatakerja operasional, personel, pembiayaan, adminiss
kompethd.ukung, _dan sekolah juga perlu dipersiapkan dengan
tisi evaluasi diri yang profesional. '

hasil a‘t\\:lasxh banyak hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan
daq SI\'I al ‘pt.engembangan model akreditasi sekolah tingkat SLTP
sasikay U ini. Mudah-mudahan sistem akreditasi ni cepat direalis
dlbuﬂlh mengingat sistem jaminan mutu sekolah sudah sangal
l\an dewasa ini. e
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